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Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan ates Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Magelang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepauhan terhadap
peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang
TA 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat
“Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang -
Tahun Anggaran 2017.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam
penyusunan laporan keuangan, antara lain:

1) Pengelolaan pendapaten jasa giro Pemerintah Kota Magelang belum memadai,
diantaranya berdasarkan cash opname secara uji petik pada Dinas Perumahan dan
Permukiman (Dispermukim) serta Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
(Diskominsta) terdapat selisih lebih berupa kas tunaj dan kas di bank, yang

. merupakan pendapatan jasa giro yang tidak tercatat dj BKU selama TA 2017 belum
disetor ke kas daerah per 31 Desember 2017



